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Pelaksanaan pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan yang
namanya permasalahan ganti rugi, tidak terkecuali pelaksanaan pembangunan
Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin, permasalahan ganti rugi ini sangatlah
penting karena menyangkut kepentingan di antaranya pemerintah dan masyarakat.
Permasalahan tersebut timbul dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat
dengan ganti rugi yang diterimanya, khususnya ganti rugi untuk lahan yang
berada di daratan dengan yang berada di bantaran sungai yang dianggap jalur
hijau. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jembatan
Sungai Lulut Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan
(field research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data
penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan
kemudian diolah melalui proses edit, kategorisasi dan deskripsi hingga akhirnya
dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan
pengadaan tanah dalam pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin
secara prosedur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, hanya saja pada
pelaksanaannya masih ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan lagi untuk
tercapainya tujuan yang diinginkan. Kedua, pelaksanaan pengadaan tanah dalam
pembangunan Jembatan Sungai Lulut Kota Banjarmasin masih mengalami
beberapa permasalahan internal maupun eksternal utamanya adalah permasalahan
ganti rugi, khususnya lahan yang berada di Jalur Hijau yang mana merupakan
tanah negara yang dikuasakan kepada pemerintah seharusnya tidak diperbolehkan
dikuasai oleh individu dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat
banyak.



